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ABSTRAK

Upaya politik hukum pemerintah Kabupaten Biak Nunfor, di dalam menangani masalah
minuman keras, pemerintah menerapkan suatu Peraturan Daerah yang khusus menangani
masalah minuman keras di kabupaten Biak Nunfor, sebagai langkah penaggulangan peredaran
minuman keras melalui system penegakan hukum pidana, yang tertuang pada Peraturan
Daerah Nomor 22 Tahun 2011tentang Pelarangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan
Minuman Keras. Di bentuknya Peraturan Daerah tersebut dinilai sebagai upaya konkret
pemerintah bersama aparat penegak hukum danwakil rakyat (DPRD), didalam mengontrol,
menekan dan menanggulangi peredaran minuman keras dimasyarakat khususnya daerah
Kabupaten Biak Nunfor.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji implementasi DPRD
Kabupaten Biak Nunfor dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun
2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor, mengetahui dan mengkaji kendala yang
terjadi dalam pengawasan terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras dan
mengetahui dan mengkaji solusi terhadap kendala dalam pengawasan Perda Nomor 22 Tahun
2011 tentang Miras.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum
Empiris adalah penelitian hukum kepustakaan. Analisis data dalam penulisan ini menerapkan
lima tugas hukum dokmatig yaitu berupa peraturan-peraturan yang meliputi deskripsi,
sistematisasi, interpretasi dan menilai hokum positif.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Peranan Peraturan Daerah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang Miras di Kabupaten Biak Nunfor belum dilaksanakan dengan
baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya karena tidak adanya mekanisme
pengawasan yang dibuat berdasarkan standar manajemen. Faktor penghambat dalam
pelaksanaa npengawasan oleh anggota DPRD Kabupaten Biak Nunfor berkaitan dengan
wilayah Kabupaten Biak Nunfor yang merupakan daerah kepulauan sehingga mempersulit
akses transportasi dan rentang kendali yang cukup jauh antar wilayah.Upaya anggota DPRD
Kabupaten Biak Nunfor dalam mengatasi factor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan
implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang miras terkendali dengan
rentang antar wilayah.

Kata kunci : Peranan, DPRD, Pengawasan, Minuman Keras



ABSTRACT

Political efforts of government laws Biak Nunfor, in dealing with problem drinking, the
government implemented a regional regulations specifically address the issue of liquor in the
district Biak Nunfor, as a step penaggulangan circulation of liquor melaluisistem enforcement
of criminal law, as stipulated in Local Regulation Nomor22 the Year 2011 concerning the
Prohibition and control of Alcoholic beverages danMinumanKeras.Dibentuknya regional
Regulation is assessed as konkretpemerintah joint efforts of law enforcement officers and
representatives (DPRD), in control, suppress and combat the circulation of liquor in the
community especially Nunfor Biak regency.

The purpose of this study is to investigate and assess the role of Parliament Biak Nunfor
supervising Regional Regulation No. 22 Year 2011 on Miras in Biak Nunfor, identify and
assess the obstacles that occur in the supervision of law No. 22 of 2011 on Alcohol and
identify and assess solutions against obstacles in surveillance law No. 22 of 2011 concerning
Miras.

Type of research is legal Empiris. Penelitian Empirical legal research is legal research
kepustakaan.Analisis data in this paper apply five dokmatig legal duties in the form of
regulations that include a description, systematization, interpretation and assess the positive
law.

Oversight mechanisms do Parliament on the implementation of the Regional Regulation
No. 22 Year 2011 on Miras in Biak Nunfor not been implemented properly in carrying out its
oversight function in the absence of oversight mechanisms created by the standard
manajemen. Faktor obstacle in exercising oversight by legislators Biak related Nunfor with
the district Nunfor Biak island regions which are making it difficult transportation access and
control range far enough antarwilayah.Upaya legislators Biak Nunfor in overcoming factors
inhibiting the implementation of the functions of the implementation of the regional
Regulation No. 22 Year 2011 on mirasterkendali with ranges between regions.

Keywords: Implementation, Parliament, Control, Liquor
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